KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : BOEDYO DHARMAWAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK 1 224411
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.675.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 695.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 695.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/65 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 635.000.000
4. Tanah Seluas 5.440 m2 di KAB / KOTA BREBES, Rp. 425.000.000
5. Tanah Seluas 2.920 m2 di KAB / KOTA BREBES, Rp. 225.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 549.000.000
1. MOTOR, YAMAHA N MAX N MX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
12.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
185.000.000
4. MOTOR, YAMAHA GEAR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
11.500.000
5. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 330.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 130.000.000
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D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.074.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 502.000.000

Sub Total Rp. 4.930.000.000

. HUTANG Rp. 75.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 4.855.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MUSLICHAH SETIASIH
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK . 714856
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 270.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 392 m2/200 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 172.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO 150CC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
17.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 155.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ===

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.450.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--

Sub Total Rp. 444.450.000

. HUTANG Rp. 96.700.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 347.750.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ARIF SUGENG HARIYANTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK . 468349
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.852.750.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/93 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 573.750.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 774.000.000
4. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL
SENDIRI Rp. 255.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 283.800.000
1. MOTOR, YAMAHA 5D9 VEGA ZR Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 1.800.000
2. MOTOR, HONDA E1F02N12M2 /AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
255.000.000
4. MOTOR, HONDA H1B02N42L1 A/T Tahun 2025, HASIL SENDIRI
Rp. 19.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 194.960.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 251.174.790



Komisi Pemberantasan Korupsi

F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 2.582.684.790

I1l. HUTANG Rp. 69.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.513.684.790
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ILHAM PRIBADI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 683460
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.070.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/100 m2 di KAB / KOTA
CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/85 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 101.300.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 95.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

6.300.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 137.400.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.010.266
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.315.710.266
lll. HUTANG Rp. 41.542.021
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.274.168.245
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : EFFENDY JUDY ARIANTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK 1 222915
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/120 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, Rp. 350.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 295.000.000

1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

2. MOBIL, NISSAN LIVINA MPV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000

3. MOTOR, HONDA VARIO VARIO 125 Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 14.850.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 175.493.847

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.585.343.847

. HUTANG Rp. 106.480.801

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.478.863.046
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RONI PRASETIA
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
3. NHK : 923788
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA
MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 220.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G XR42 DS AT Tahun 2014,
HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 279.170.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 141.167.600

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 2.490.337.600

lll. HUTANG Rp. o

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.490.337.600
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ABDUL HAFIDZ BAYUAJI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
3. NHK 712065
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.780.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.310.000.000

2. Tanah Seluas 2.124 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI
Rp. 85.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 752 m2/40 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

4. Tanah Seluas 692 m2 di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp.
210.000.000

5. Tanah Seluas 1.838 m2 di KAB / KOTA CILACAP, Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 212.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

3. MOTOR, YAMAHA LEXI Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
12.500.000

4. MOTOR, HONDA ASTREA GRAND Tahun 1993, HASIL SENDIRI
Rp. 3.500.000

5. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp.
5.500.000

6. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.0 G MT Tahun 2014, HASIL SENDIRI
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Rp. 85.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 75.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—ar

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 85.316.915

F. HARTA LAINNYA Rp. 184.500.000

Sub Total Rp. 2.337.316.915

. HUTANG Rp. 160.080.175

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.177.236.740
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



